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BUPAT] TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 3g, TAHUN 2OL1

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\-v'

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2OIl Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temangguflg, maka peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi, Dan Tata
Kerja Dinas Pekedaan Umum Kabupaten Temanggung
perlu di sesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
Tentang Penjabaran T\rgas pokok, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor A2 tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a}aa);

b.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa22);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7al);

g. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi I{e'wena-ngan Pernerinta-han Da-era.h l{abupa.ten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OOB Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15

Tahun 2OOg tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2oll tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLl
Nomor 6);
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MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupataen Temanggung.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Temanggung yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Temanggung.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, merupakan
bagian dari Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional danlatau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang jalan dan jembatao, sumber daya air, energi
dan sumber daya mineral, jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang, dan
tata kota.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan,
penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan
sumber daya mineral;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan,
penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral;



d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang

tia.rrg pekerjaan umum, per.rm"han, penataan ruang, tata kota, energi

dan sumber daYa mineral;
e. pengelolaan perijinan pembangunan di

perumahan, penataan ruang, tata kota, energi

f. penyuluhan dan penyebaran informasi di
perumahan, penataan ruang, tata kota, energi

g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang,

bidang pekerjaan umtlm,
dan sumber daYa mineral;

bidang pekerjaan umum,
dan sumber daYa mineral;

tugas-tugas di bidang
tata kota, energi dan

v

sumber daYa mineral;

h. pembinaan terhad,ap UPTD dalam lingkup Dinas Pekerjaan umum;

i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaaan Umum; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinYa.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Jalan dan Jembatan;
d. Bidang Sumber DaYa Air, Energi Dan Sumber DaYa Mineral, Dan Jasa

Konstruksi;
e. Bidang CiPta Karya dan Tata Ruang;

f. Bidang Tata Kota;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan

beitanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh ""o*r,g 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2)

(3)

(4)



Bagian Ketiga

Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang
meliputi koordinasi perencanaan, penJrusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan
Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
b. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;

d. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
e. pengelolaan urusan keuangan;
f. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sekretariat, membawahi :

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(21 Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian,
monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas,
melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan
pertanggung jawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 1 1

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
sebagian 'tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah
tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi

dan tata laksana, serta kepegawaian Dinas.
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Bagian Keempat

Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 12

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dibidang pengaturan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan
dan jembatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal L2, Bidang
Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan, operasi dan
pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan;

c. pemberian perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan
serta aktifitasnya;

d. penyusunan data-data inventarisasi jalan dan jembatan beserta bangunan
pelengkapnya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14
Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi :

a. Seksi Jalan;
b. Seksi Jembatan
c. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

Pasal 15

Seksi Jalan mempunyai tugas :

a. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pembangunan, operasi dan
pemeliharaan jalan;

b. melakukan pen1rusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, operasi
dan pemeliharaan jalan;

c. mengumpulkan dan memutahirkan data jalan;
d. mengembangkan prasarana jalan;
e. melaksanakan pengaturan jalan kabupaten yang berupa penyusunan

pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan penetapan status jalan;
f. membina, mengawasi, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan

pengernbangan dan pembangunan jalan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan

Jembatan.

(1)

(2)

.ry



Pasal 16

Seksi Jembatan mempunyai tugas :

a. melaksanakan perencanaan teknis di bidang Pembangunart, operasi dan
Pemeliharaan j embatan;

b. melakukan penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, operasi
dan pemeliharaan j embatan;

c. mengumpulkan dan memutahirkan data jembatan;

d. mengembangkan prasarana jembatan;

e. membina, mengawasi, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan
pengembangan dan pembangunan jembatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan
Jembatan.

Pasal 17

Seksi Operasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan

operasional kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan
pelengkaP;

r b. memberi perijinan pemanfaatan prasarana jalan dan jembatan serta
\r/

pengelolaan pohon ayoman;
c. melaksanakan penanggulangan bencana dam dibidang prasarana jalan

dan jembatan;
d. pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat dan laboratorium; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan

Jembatan.

Bagian Kelima

Bidang Sumber DaYa Air, Energi Dan
Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa

Konstruksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang
pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan sumber daya air, energi

v dan sumber daya minera dan jasa konstruksi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal'18, Bidang

Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, kebijakan dan pengelolaan Sumber Daya Air, Energi

dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;

b. perencanaan teknis dan pembinaan, peningkatan dan pengembangan

serta operasional pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air, Energi

dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;

c. pengelolaan perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau

sumber air;

d. penyusunan inventarisasi data dan informasi di bidang Sumber Daya Air,

Energi dan sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;

e. pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin usaha pemanfaatan sumber

daya air dan Pertambangan mineral;
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f. pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral;
g. penyelusuran inventarisasi dan pengelolaan kawasan lingkungan geologi

di daerah;

h. perencanaan dan pembinaan di bidang teknik dan jasa konstruksi;
i. pembinaan, pengawasan dan pemberian perizinan jasa konstruksi; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa
Konstruksi, membawahi :

a. Seksi Irigasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
b. Seksi Sarana dan PrasaranaAir Bersih;
c. Seksi Jasa Konstruksi.

(1) seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan
Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi.

Pasal 2 1

Seksi Irigasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan irigasi ;

b. merencanakan pengelolaan Sumber Daya Air;
c. mengelola kawasan lindung sumber daya air;
d. membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten;
e. menetapkan dan memberikan rjin atas penyediaan, peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air;
f. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan

, pengelolaan sumber daya air;v g. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya
air;

h. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
i. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perijinan pemanfaatan Air

tanah dan tanah pengairan;
j. men)rusun dan memantau pelaksanaan pekerjaan ekspolitasi Sumber Daya

Air;
k. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada

. wilayah sungai;
1. mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
m. men5rusun rencana kegiatan dan pengembangan irigasi ;

n. menJrusun data dan informasi energi dan sumber daya mineral;
o. memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha

pemanfaatan energi dan pertambangan mineral;
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p. memberikan pembinaan dan pengaurasan kesel;amatan dan kesehatan
kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tarnbang,
konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan
mineral;

q. membina dan mengawasi pengusahaan kawasan pertambangan ;

r. menetapkan wilayah konservasi air tanah;
s. menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
t. menetapkan potensi energi dan cadangan mineral; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi, dan Jasa
Konstruksi.

Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pengembangan sarana dan
prasarana air bersih dan pengembangan air minum;

b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam hal pembangunan dan
pemanfaatan air bersih dan air minum; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Air; Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi, dan Jasa
Konstruksi.

Pasal 23

Seksi Jasa Konstnrksi mempunyai tugas :

a. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan

kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi serta pembinaan terhadap
jasa konstruksi;

c. melakukan koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan penyedia jasa
konstruksi; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal24

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dibidang keciptakaryaan dan pemanfaatan serta pengendalian
tata ruang.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perintisan pembangunan, pembinaan teknis atas
pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan kota/desa;

\,



b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik
Pemda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap
bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;

penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah
perkotaan dan pedesaan;

pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pendirian bangunan dan

ijin pemasangan reklame; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas'

Pasal 26

(1) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi :

a. Seksi Bangunan Gedung;

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

c. Seksi Perumahan dan Pemukiman.

(2\ Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 27

Seksi'Bangunan Gedung mempunyai tugas :

a. merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan
gedung dan lingkungan milik Pemerintah Daerah;

b. melaksanakan pendataan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan gedung;

d. memberikan rekomendasi teknis perizinan pendirian bangunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya
dan Tata Ruang.

Pasal 28

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

a. menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data serta informasi

tentang perkembangan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan;

b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian informasi kepada

masyarakat mengenai program dan perkembangan penataan ruang
perkotaan dan pedesaan;

c. meiakukan koordinasi yang berkaitan dengan pemetaan, pengukuran dan

pengaturan ketentuan-ketentuan teknis dalam rangka pemetaan ruang;

d. melakukan koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan tata ruang;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

wilayah perkotaan dan Pedesaan;

f. melaksanakan administrasi perijinan pemasangan reklame; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya

dan Tata Ruang.

/'
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Pasal 29

Seksi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas :

a. merencanakan penetapan kebijakan dan program kabupaten dibidang
perumahan/ permukiman dan pengembangan kawasan;

b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan kawasan
pedesaan dan perkotaan;

c. merencanakan dan melaksanakan program penunjang pembangunan
sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman;

d. melaksanakan perencanaan, pengaturan, inisiatif program, partisipasi
masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan;

e. merencanakan dan melaksanakan OP Drainase;
f. melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana

serta penanganan pembangunan kawasan pedesaan I perkotaan;
g. merencanakan pembangunan rusunawa dan rusunami dan pembangunan

rumah untuk korban bencana;
h. melaksanakan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan bidang

perumahan;
i. men5rusun rencana induk drainase;

\- j. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
k. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali

banjir di wilayah Kabupaten;
1. menyelesaikan permasalahan operasionalisasi sistim drainase dan

penanggulangan banjir; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya

dan Tata Ruang.

Bagian Ketujuh

Bidang Tata Kota

Pasal 30

Bidang Tata Kota mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan
sebagian tugas Dinas dibidang kebersihan, pengelolaan persampahan,
pertamanan, dan penerangan jalan umum.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan jnstansi lain
di bidang kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan
penerangan jalan umum;

b. pengelolaan perlengkapan peralatan dan perbekalannya;
c. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di

bidang kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan
penerangan jalan umum;

d. pelaksanaan kegiatan kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan,
dan penerangan jalan umum;

e. pengelola peralatan dan perlengkapan operasional kebersihan, pengelolaan
persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 32
(1) Bidang Tata Kota, membawahi :

a. Seksi Kebersihan;
b. Seksi Pengelolaan Persampahan;
c. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Tata Kota.

Pasal 33

Seksi Kebersihan mempunyai tugas :

a. men)rusun data dan mengawasi kebersihan jalan, lingkungan, drainase
perkotaan;

b. mengawasi dan melaksanakan penyapuan jalan dan lingkungan;
c. mengelola dan memelihara peralatan kebersihan dan perlengkapan kerja;

dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

Pasal 34

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas :

a. mengawasi pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA);

b. mengelola dan memelihara peralatan kebersihan dan perlengkapan kerja;
c. mengoperasionalkan dan memelihara armada sampah;
d. melaksanakan pemerataan, pengerukan dan pembuatan pembuangan

sampah di tempat pembuangan akhir (TPA);

e. mengolah sampah dan limbah cair; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

Pasal 35

Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman;
b. mengoperasionalkan dan memelihara peralatan taman;
c. melaksanakan pendataan lampu penerangan jalan umum dan meterisasi;
d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
e. mengoperasionalkan dan memelihara peralatan penerangan jalan umum;
f. melaksanakan pembinaan penggunaan penerangan jalan umu^irr; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Tata Kota.

Bagian Kedelapan

UPTD Pekerjaan Umum
Pasal 36

(1) UPT Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana operasional
Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Sekretaris dan koordinasi dengan Kepala Bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
UPT Dinas Pekedaan Umum berkoordinasi dengan Camat setempat.
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(4) UPTD Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut alxat (U adalah :

a. UPTD Wilayah Temanggung, meliputi Kecamatan Temanggung;

b. UPTD Wilayah Tembarak, meliputi :

1. Kecamatan Tembarak;
2. Kecamatan Selopampang;
3. Kecamatan Tlogomulyo.
UPTD Wilayah Kranggan, meliputi :

1. Kecamatan Kranggan;
2. Kecamatan Kaloran;
3. Kecamatan Pringsurat.
UPTD Wilayah Parakan, meliPuti :

1. Kecamatan Parakan;
2. Kecamatan Kedu;
3. Kecamatan Bulu;
4. Kecamatan Kledung;
5. Kecamatan Bansari.
UPTD Wilayah Kandangan, meliPuti :

1. Kecamatan Kandangan;
2. Kecamatan Jumo;
3. Kecamatan Gemawang.
UPTD Wilayah Ngadirejo, meliPuti :

1. Kecamatan Ngadirejo;
2. Kecamatan Candiroto;
3. Kecamatan Bejen;
4. Kecamatan Tretep;
5. Kecamatan Wonoboyo.

Pasal 37

UPTD Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 36 masing-masing
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di

wilayah kerjanya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, UPTD

Pekerjaan Umum mempunYai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum di wilayah
kerjanya;

U. petat<slnaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pekerjaan umum di
wilayah kerjanya;

c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya;
e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum di

wilayah kerjanya;
f. penyelenggaraan Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya;

dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Kepala UPTD Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

C.

d.

e.

f.

t

i

t
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(2)

(3)

Pasal 4O

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ssfagan
tu[as UpTD p&erjaan Umum yang meliputi pengelolaan administrasi umttm,
kepegawaian dan keuangan.

Bagian kesembilan

UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 4 1

(1) UPTD pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana operasional

Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada KePala Dinas.
pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan

melalui Sekietaris dan koordinasi dengan Kepala Bidang.

UPTD Pemadam Kebakaran berkedudukan di Kabupaten Temanggung'

Pasal42

UPTD pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 4l mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang

pemadam kebakaran.

Pasal 43

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, UPTD

Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional penanggulangan kebakaran;

b. petat<sanaan operasional penanggulangan kebakaran;
c. pelaksanr."r, pllryanan kepada masyattkat dibidang pemadam kebakaran;

d. pelaksan..t p"-binaan dan pelatihan personil pemadam kebakaran;

e. pelaksanaan operasional dLn pemeliharaan peralatan dan armada

pemadam kebakaran;
f. penyelenggaraan Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran; dan

g. petatcsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal44

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran d.alam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha'

Pasa1 45

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas UPTD Pemadam Kebakaran y.ng meliputi pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian kesePuluh
KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas ian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan'

\-

L



(1)

(2)

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja'

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 48

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata

Uslha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal'
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib
*"rrgt*.si bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
ug i mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
betiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masing-d.r, *"*berikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
seliap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib

mengikuti dln mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan

r.ra"irg-*asing dan menyiapkan laporan pada waktunya'
setiap laporan yang diteilma oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya *.iiu diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
p.rryr".r.,.r., laptran lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.
oalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan,

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala'

(3)

(4\

(1)

(2)

(3)

\,

(41

(s)

(6)

(7)

Kepala Bidang, Kepala

menyampaikan laporan
Sekretaris.

Pasal 50

UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui



IBAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 57 Tahun 2OO8 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi'

Dan fat" Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 57) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung'

Ditetapkan di Temanggung

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

I

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OII NOMOR 36
L-,

SEKDA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANG,GUNG

BAMBANG AROCHMAN


